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Negeri tanpa Kendali
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Dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara dan pendiri MNALAR Institute

Pemerintahan Prabowo Subianto gagal bekerja secara optimal. Birokrasi penuh ketakutan dan
menteri berjalan sendiri-sendiri.
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Ringkasan Berita

e Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kegagalan negara
dalam mengendalikan program sepanjang 2025.

e Pelbagai program mercusuar, seperti makan bergizi gratis, koperasi merah putih,
dan sekolah rakyat, kacau-balau.

e Inkompetensi pemerintah bisa menimbulkan biaya sosial, ekonomi, dan politik
yang tinggi di masa depan.

EPANJANG 2025 ini kita punya cukup waktu untuk melihat

arah dan menilai watak pemerintahan Presiden Prabowo
Subianto. Dengan begitu, kita bisa dengan cukup jelas mengatakan
tanpa ragu: negara ini berjalan tanpa kendali.



Pelbagai program diumumkan hampir tiap pekan. Jargon
berseliweran, janji diulang-ulang. Namun, di lapangan, negara
tampak bingung mengatur dirinya sendiri. Birokrasi ragu
melangkah dan menteri berjalan sendiri-sendiri. Ini perkara cara
kekuasaan diterjemahkan dalam pemerintahan yang bisa bekerja.
Dan terbukti gagal.

Penanganan bencana di Sumatera secara telanjang menunjukkan
sosok negara yang lamban, inkompeten, tapi gengsinya tinggi. Di
sana, nyawa dan keselamatan warga belum jadi yang utama. Yang
penting adalah pemilik kuasa kelihatan bekerja dan menguasai
lapangan. Dalam hal banjir Sumatera yang utama adalah citra, alih-
alih berpikir dan mengupayakan pemulihan kehidupan warga
setelah dihantam bencana.

Kita tak perlu menunggu dan melihat bencana banjir bandang
Sumatera untuk paham jantung kesemrawutan pemerintah. Sebab,
kekacauan itu terjadi di hampir semua urusan pembangunan.
Akibatnya, Asta Cita yang diusung sebagai janji kampanye dan visi
pemerintahan Prabowo bisa jadi hanya tinggal mimpi.

Memahami Gejala

Kita bisa menengok makan bergizi gratis yang digadang-gadang
sebagai intervensi gizi strategis tapi cacat desain kebijakan sejak
awal: tujuan tak jelas, target sasaran berubah-ubah, tak ada
standar pelaksanaan, koordinasi antarkementerian
membingungkan. Aturan juga baru diterbitkan setelah lebih dari
setahun proyek berjalan.

Birokrasi pun bingung menentukan peran, apalagi dengan
banyaknya konflik kepentingan dan “kuota” yang jadi rebutan—
sebagai penyedia, pemasok, atau makelar izin. Program sebesar ini
berjalan tanpa arsitektur pelaksanaan (delivery architecture) yang
kokoh. Pemerintah menganggap cukup menggelontorkan
anggaran, tapi mengabaikan eksekusi di lapangan. Jadi jangan
heran kalau terjadi banyak kasus keracunan dan jatuh korban.

Kekacauan serupa terlihat pada koperasi desa merah putih yang
gagasannya progresif untuk penguatan ekonomi desa, tapi di
lapangan sarat kebijakan komando. Model ditentukan pusat, desa
cuma menyesuaikan. Kembali lagi bahwa desa jadi obyek
kebijakan, bukan subyek ekonomi dengan konteks, kapasitas, dan
usaha sendiri.



Bukannya membangun ekosistem koperasi yang sehat, koperasi
merah putih malah membebani desa dengan kewajiban
administratif dan risiko fiskal baru. Tak hanya menggerus dana
desa yang menjadi hak warga, proyek pun tumpang-tindih dengan
badan usaha milik desa. Koperasi merah putih jadi proyek wajib,
bukan institusi ekonomi organik yang berangkat dari kebutuhan
warga.

Swasembada pangan dan energi pun sama ruwetnya. Tujuan
keduanya strategis, tapi setahun terakhir ini fokusnya hanya soal
produksi yang abai pada daya dukung lingkungan dan tata ruang.
Ekspansi pertanian dan perkebunan dipaksakan tanpa mitigasi
ekologis memadai. Akibatnya, ia berkontribusi pada peningkatan
kerentanan bencana. Banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah
bukan semata akibat ekstremnya cuaca, melainkan hasil kebijakan
yang dijalankan tanpa kendali koordinasi dan antisipasi risiko.

Demikian juga sekolah rakyat yang populis agar semua anak
miskin bisa bersekolah gratis. Namun bukankah sudah lama semua
anak di republik ini bisa bersekolah gratis sejak sekolah dasar
sampai sekolah menengah atas di sekolah negeri? Presiden atau
penggagasnya tampaknya tak tahu atau tak diberi tahu soal ini.

Maka sekolah rakyat pun dipaksakan tanpa integrasi yang jelas
dengan sistem pendidikan nasional. Terasa mengada-ada, sekolah
rakyat dibedakan lewat adanya asrama. Padahal sampai saat ini
kelasnya pun masih menumpang di sekolah-sekolah formal.
Kurikulum, status guru, dan keberlanjutan pembiayaan juga tak
jelas. Pengampu program pun ada di Kementerian Sosial, bukan
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Terakhir, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau
Danantara yang dipromosikan sebagai mesin pembiayaan strategis
tapi malah menambah masalah tata kelola. Konsolidasi aset negara
dan pembiayaan pembangunan tentu dibutuhkan. Tapi yang belum
meyakinkan sampai sekarang adalah aturan mainnya. Siapa
pengawasnya, seberapa transparan keputusan investasinya, dan
bagaimana standar pelaporan dan manajemen risikonya.



Yang tak kalah krusial adalah bagaimana relasi Danantara dengan
disiplin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta kontrol
Dewan Perwakilan Rakyat atau publik. Tanpa akuntabilitas dan
pengawasan ketat, Danantara berpotensi menjadi “negara dalam
negara” di sektor keuangan: kuat, tertutup, dan sulit disentuh.
Pada titik ini, yang dipertaruhkan bukan cuma efisiensi investasi,
melainkan juga kredibilitas tata kelola negeri.

Pelbagai persoalan tersebut bermula dari kabinet transaksional
yang melahirkan pemerintahan tanpa kontrol.

Patronase Transaksional

Banyak menteri ditunjuk karena logika patronase seusai
kemenangan pemilihan umum, baik melalui kompromi politik
maupun balas jasa kampanye. Singkatnya, ini kabinet
transaksional, bukan profesional. Akibatnya, setiap kementerian
jadl “pulau kekuasaan”, dengan agenda menterl yang berjalan
sendiri-sendiri.

Presiden memang kuat secara elektoral, tapi sebenarnya lemah
menegakkan disiplin pemerintahan. Arahan ada, tapi tak otomatis
jadi tindakan. Instruksi diberikan, tapi tak diikuti mekanisme
delivery. Inilah paradoks pemerintah hari ini: kekuasaan besar di
pucuk, tapi limbung di lapangan.

Akibatnya, birokrasi jadi rentan. Aparatur negara bukannya tak
mampu bekerja, mereka kehilangan kompas kebijakan dan
perlindungan politik. Tatkala menteri hanya memikirkan partai
politik dan mengamankan jabatan, kebijakan menjadi tak pasti dan
risiko pengkriminalan keputusan menghantui para birokrat. Jadi
jangan heran kalau birokrat memilih jalan aman dalam bekerja:
menunggu, menunda, dan meminimalkan risiko pribadi. Negara
pun overcontrolled di tingkat politik, tapi underdirected di tingkat
operasional.

Karena itu, pemerintah kalang kabut untuk menjelaskan
kekacauan dan mencari pembenaran. Dalihnya soal teknis: data
belum sinkron, daerah belum siap, atau kapasitas aparatur
terbatas. Jelas ini menyesatkan. Masalahnya bukan administrasi
atau birokrasi, melainkan kegagalan menerjemahkan kekuasaan
politik menjadi kemampuan menjalankan pemerintahan.



Implikasinya serius. Kita saksikan negara yang makin dominan
dalam wacana, tapi tak berdaya dalam kerja. Makanya represi jadi
pilihan membungkam kritik, baik secara halus lewat tekanan
maupun terang-terangan lewat kekerasan. Hasilnya, oposisi
mengecil dan ruang kritik menyempit. Tapi kualitas kebijakan dan
pembangunan tak membaik.

Ini gejala menuju bentuk negara yang berbahaya: kuat dalam
politik, represif, tapi inkompeten secara institusional. Dalam
kondisi ini, setiap krisis—bencana, gejolak harga, atau tekanan
fiskal—akan selalu membuat negara terbata-bata karena
keroposnya fondasi koordinasi. Celakanya, represi kembali
menjadi norma dalam situasi seperti ini.

Kegagalan Kapasitas Negara

Apa yang kita lihat ini adalah kegagalan membangun kapasitas
negara. Literatur klasik state capacity menegaskan bahwa negara
hanya efektif jika otoritas politik, kapasitas administratif, dan
kemampuan analitis berjalan selaras (Grindle, 1997; Fukuyama,
2013). Indonesia hari ini jelas tak kekurangan otoritas politik. Yang
bermasalah adalah birokrasi tak diperkuat kapasitasnya,
sementara pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan tak
berbasis bulti, data, analisis, apalagi empati dan keterlibatan.
Akibatnya, kekuasaan tidak pernah sungguh menjelma menjadi
kemampuan negara bertindak efektif.

Masalah ini diperparah oleh komposisi kabinet yang tak dibangun
di atas kompetensi, tapi hasil “dagang sapi” partai ataupun balas
jasa. Jadinya banyak menteri punya kelemahan dalam kapasitas
manajerial negara. Bacaan tentang political appointments
membuktikan bahwa penunjukan karena loyalitas—bukan keahlian
—menurunkan kinerja birokrasi dan koordinasi kebijakan (Lewis,
2008; Dahlstrom & Lapuente, 2017). Konflik kepentingan jelas
melahirkan defisit kompetensi pengelolaan negara.

Persoalannya bukan lagi apakah Presiden bisa mengatur menteri,
melainkan apakah menteri bisa mengendalikan kementeriannya
sendiri. Presiden jelas tidak lemah secara politik, tapi
pemerintahan diisi banyak aktor kunci yang tak punya kapasitas
kebijakan, pengalaman institusional, ataupun pemahaman tata
kelola publik memadai.



Sejak dilantik hingga hari ini, misalnya, banyak pejabat setingkat
direktur jenderal dan deputi ditunjuk tanpa seleksi. Inilah yang
disebut Michael Mann (1984) sebagai rendahnya infrastructural
power, yakni betapa kuatnya negara di pucuk pimpinan tapi tak
efektif menjangkau dan menata lapangan.

Jalan Keluar

Pertama, mengembalikan karakter kabinet dari “kabinet
transaksional” ke “kabinet berkinerja”. Selama menteri diangkat
karena tawar-menawar politik atau jasa kampanye, pemerintahan
akan terus berjalan tanpa disiplin. Menteri merasa punya modal
politik sendiri dan merasa kebal dari evaluasi.

Model pemilihan yang mengabaikan kompetensi telah
menciptakan ilusi stabilitas, tapi sebenarnya merusak kinerja
negara. Kabinet semestinya berfungsi sebagai tim eksekutif yang
tunduk pada target dan evaluasi, bukan koalisi kepentingan. Tanpa
target dan indikator jelas serta konsekuensi atas capaian, janji
pembangunan Prabowo hanya jadi slogan.

Kedua, memperkuat mekanisme pengendalian pembangunan.
Masalah utama pemerintahan saat ini adalah ketiadaan mesin
delivery. Koordinasi tanpa otoritas hanya menghasilkan notula,
bukan keputusan yang harus dijalankan. Pemerintah perlu unit
kerja dengan mandat jelas, akses langsung ke Presiden, dan
kewenangan menyelesaikan konflik antarkementerian—termasuk
menentukan siapa bertanggung jawab saat target tidak tercapai.

Rincian tugas tersebut sebetulnya menjadi tanggung jawab Kantor
Staf Presiden (KSP). Namun KSP saat ini ibarat macan ompong
karena konflik kepentingan menjangkiti kabinet dan sekeliling
Presiden.

Ketiga, mengembalikan kepercayaan diri birokrasi untuk
bertindak. Aparatur negara hari ini bekerja dalam ketakutan: risiko
kebijakan dipersoalkan, keputusan dipidanakan, dan absennya
perlindungan politik buat mereka. Akibatnya, birokrasi rasional
akan memilih diam. Padahal negara hanya bisa bergerak maju jika
aparaturnya punya kepastian bahwa kebijakan waras berbasis
mandat dan data akan dilindungi, bukan dikorbankan lewat
pengkriminalan. Birokrasi yang efektif butuh dukungan politik
yang konsisten. Tanpanya, negara tak hanya lamban, tapi juga tak
punya nyali bertindak.



Tiga langkah ini mungkin kedengaran sederhana, tapi perlu
keberanian politik. Setahun ini adalah cermin watak dan corak
kekuasaan yang menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden
Prabowo belum mampu mengubah kekuatan politik menjadi
kapasitas negara.

Jika cara kerja Presiden Prabowo dan kabinetnya tak berubah,
kekacauan hari ini bukan lagi anomali. Patronase semacam ini akan
jadi pola permanen pemerintahan dengan biaya sosial, ekonomi,
dan demokrasi yang jauh lebih tinggi. Krisis bukan tak mungkin
berada di depan pintu kita pada tahun depan. @



